
Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Penjabarannya telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/ SJ, Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka
penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), serta
pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan'
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); ',,_

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahurr 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

PERUBAHANKETIGAATASPERATURANBUPATINOMOR68 TAHUN2019
TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

TENTANG

PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR33 TAHUN2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor310);

15. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 8elanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19.PMK.07/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyaluran
dan Penggunaan Dana Bagi.Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor250);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016
Nomor6);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal AbabLematang Ilir Tahun 2019 Nomor10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lemabaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2019 Nomor7, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten
Penukal AbabLematang Ilir Nomor7);
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0,00Rp.

Rp. 125.711.101.886,97
RD· 244.500.000.000.00
(Rp. 118.788.898.113,03)

Rp. 11.573.970.000,00
Rp. 427.161.167.908,94
RD· 303.770.255.315.50
Rp. 742.505.393.224,44

Rp.l.223.433.007.790,95
Rp. 118.788.898.113,03

Rp. 229.029.905.479,01
Rp. 15.518.643.218,00
Rp. 91.741.180.000,00
Rp. 800.000.000,00

-

b. Belanja Langsung
1. 8elanja Pegawai
2. 8elanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit}
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Daerah
b. Pengeluaran Daerah
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan
Tabun Berkenaan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1.Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/ Kabupaten,
Pemerintah Desa; Rp. 141.137.885.869,50

6. Belanja Tidak Terduga RD. 2.700.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 480.927.614.566,51

RD' 359.961.548.290,46
Rp.l.342.221.905.903,98

Rp. 107.030.386.143,00
Rp. 875.229.971.470,52

1. Pendapatan
a. Pendapatan AsHDaerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

Jumlah Pendapatan

Pasal I

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 68), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai
berikut:

Menetapkan : PERATURANBUPATI PENUKALABAB LEMATANGILIR TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68
TAHUN 2019 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:
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BERITADAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIRTAHUN2020

NOMOR 33

SYAHRONNAZIL

4-~ERI ;;;ALINDO.
Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 13 .aUt.. 2020

SEKRETARISDAERAH
~ KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR,

~

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 8 ~U(.,. 2020

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Hir.

Pasal II

2. Ketentuan pada bagian lampiran diubah , sehingga lampiran
berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.
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